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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOBPASIAL

KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor
27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial
Nasional, maka untuk mengoptimalkan Jaringan
Informasi Geospasial Daerah perlu aturan Pengelolaan
Data Dan Informasi Geospasial dengan melibatkan
seluruh Organisasi Perangkat Dacrah di kabupaten

Lebong;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  secbagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data Dan
Informasi Geospasial Kabupaten Lebong;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1667 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan [Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-_l.lndang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hulkum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

2Rsru:aum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun
12-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong T

2012 Nomor 14); o R

11. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor Bg
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerj
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong. S

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENGELOLAAN

DATA DAN INFORMAS
LEBONG. I GEOSPASIAL KABUPATEN
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7 BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengarn:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. i

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Lebong.

3. Bupati adalah Bupati Lebong.

4. Bappeda adalah Badan Pere

Lebong. ah
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daer

ncanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kabupaten Lebong. : . 2 e
6. Diskominfo-sp adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian. :

Informatika,

7. Kepala Diskominfo-sp adalah Kepala Dinas Komunikast,
Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong.

8. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup
lokasi, letak, dan posisinya.

9, Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objck atau kejadian yang
berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan
dalam sistem koordinat tertentu.

10. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi
geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/
atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan
bumi.

11. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat 1G adalah DG yang sudah
diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kebumian.

12. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat 1GD adalah 1G yang
berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari
kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang
relatif lama.

13. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui i
pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan I::a(.'i1 ﬁﬁa?él
pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG '

14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jari :
IGN adalah suatu sistern penyelenggaraan pengelolaan IG secara be e
tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta b e

15, Sl T T b g e erdayaguna.

pu aringan adalah institusi yang bertan .
penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan pemuta%{guhigawab "
16 g:n I:“chﬂﬂuﬂﬂan DG dan IG tertentu. ’ » pertukaran,
. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi

" pengmegrasin Simpul anngan scara nasional. - e
. ve ta a : ; ’
. data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan

18. Setiap orang adalah
ere B orang persecorangan, kelompok orang, atau badan
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4 BAB I1
/ MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu mewujudkan perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan Yyang
efektif, melalui pengelolnan serta pemanfaatan data dan informasi
geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel,
dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

a. memiliki satu basis data geospasial pembangunan yang akurat,
lengkap, dan terintegrasi;

b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual,
bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan,;

c. terselenggaranya  fasilitasi pengumpulan, pertukaran dan
penyebarluasan data spasial diantara instansi pemerintah, masyarakat
dan swasta;

d. menghasilkan perencanaan pembangunan Yyang terukur dan
komprehensif; dan

e. mewujudkan pengendalian, pemantauarn, evaluasi dan pelaporan

pembangunan yang terpercaya.

BAB III
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
DAN SIMPUL JARINGAN

Pasal 3

(1) Jaringan IG Daerah meliputi pemerintah daerah yang bertugas sebagai
Simpul Jaringan.

(2) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
menyelenggarakan  1G daerah berdasarkan fungsi, tugas dan
kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bupati menctapkan:

a. Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG yaitu Bappeda; dan

b. Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan
penyebarluasan DG dan IG yaitu Diskominfo-sp.

(4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi data
hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG.

(5) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi 1G
yang telah siap untuk disebarluaskan.

Pasal 4

Tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:

a. menyelenggarakan 1G melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan
penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pengelola :
dan IG berikut metadatanya; B T PO DO

b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan D

) : G dan IG
dmcltn_ggarakann}fa melalui Jaringan IGN sesuai dengan prnam
operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG:
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c. mcmbangu_n. memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses
IG yang diselenggarakannya; dan

d. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan, pengamanan
dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 5

(1) Data geospasial pcmbangunan Daerah terdiri atas :
a. informasi geospasial dasar; dan
b. informasi geospasial tematik.

(2) Selain data geospasial pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) data yang dikelola oleh pemerintah daerah dikelompokkan dalam :
a. data yang dapat dipublikasikan; dan
b. data yang bersifat rahasia.

(3) Data geospasial yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b yaitu informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 6

(1) Informasi geospasial dasar scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a diperoleh dari Bappeda.

(2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b diperoleh dari perangkat daerah, kementerian; lembaga dan
sumber lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelola

Pasal 7

(1) Pemerintah daerah sebagai Simpul Jaringan menyelenggarakan
pengelolaan dan analisis data geospasial pembangunan daerah.

(2) Pengelolaan dan analisis DG pembangunan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, dikoordinasikan oleh Bappeda.

(3) Setiap perangkat daerah wajib mengelola DG yang | .
datvaliatabel: & yang lengkap, aktual, valid,

(4) Sctiap perangkat daerah menyampaikan sali -
kepada Bappeda. d inan DG yang dikelolanya
(5) Dalam mengoordinasikan pengelolaan data geospasial sebagaimana

dimaksud 1 pi
oy sud pada ayat (3) Bappeda berperan sebagai pintu masuk perolehan
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Pasal 8

pPerangknat daerah mengelola data geospasinl  pembangunan dan
menyampaikannya kepada Bappedn dalam rangka membangun Satu DG
Pembangunan Dacrah.

Bagian Keempat
Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis, Verifikasl dan
Validasi, serta Pengelolaan dan Penyebarluasan

Paragraf 1
Pengumpulan

Pasal 9

(1) Pengumpulan data geospasial pembangunan dilakukan oleh perangkat
daerah.

(2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan:

a. langsung dari sumber data; dan
b. tidak langsung. .

(3) Pengumpulan data geospasial pembangunan secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalu sun!ﬂ_clan cara lain
sesuai perkembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. )

(4) Pengumpulan data geospasial pembangunan secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan
menggunakan DG yang sudah tersedia di pihak lain.

(5) Data geospasial pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem

penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
(6) Data geospasial yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan

metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan
diarsipkan.

(7) Perangkat dacrah penanggung jawab data sebagai otorisator data
geospasial sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2
Pengolahan dan Analisis

Pasal 10

(1) Pengolahan DG pembangunan dilakukan secara digital dengan
Ee?ﬂﬁ?.u;nakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar yang
r R
(2) Pengelompokan DG pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem
sesuai jenis data.
(3) Berdasarkan DG pembangunan yang tclah dikelompokkan i
dimaksud par%a ayat (2) dilakukan analisis. P SeiReRiman
(4) Pepgcrla.han dilalkukan menggunakan metode analisis spasial sesuai kaidah
keilmuan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk
& perencanaan dan pemantauan pembangunan.
Bappeda melakukan analisis DG pembangunan se '
a
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan él:fg;nhal;:; masul:?’“.
” dDan,.’ ;tm;l melibatkan pakar. e
ar hasi pengolahan DG ban i ;
(5} dilakukan Ptngamananfxm Gradacgaimang Simaksud pada ayat
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(7) Berdasarkan pengamanan DG pembangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dilakukan perckaman penyimpanan data dan informasi yang
dihasilkan.

Paragraf 3
Pengelolaan dan Penyebarluasan Data

Pasal 11

(1) Data dan informasi geospasial hasil pengolahan olch unit produksi dikelola
untuk memperoleh satu basis data geospasial terintegrasi. )

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh unit
pengelolaan dan penyebarluasan. . .

(3) Unit pengelolaan dan penyebarluasan menyiapkan data dan informasi
geospasial untuk disebarluaskan. )

(4) Penyebarluasan data geospasial pembangunan dilakukan mcnggunﬂkiﬂ
geoportal data spasial yang beroperasi secara mandiri dan terhubung ke

coportal nasional. .

(5) %Gpjrnng discbarluaskan pada masyarakat yaitu data geospasial yang
bersifat publik. . _

{6) DG vang disebarluaskan ke perangkat daerah yaitu data geospasial yang
berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok perangkat dae_rah yang terkait.

(7) DG yang disecbarluaskan ke Kementerian/lembaga yaitu data geospasial
yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Kementerian;Lembaga.

Pasal 12

Data rahasia scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hu}ru!' b hanya
dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bengkulu
dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

Pasal 13

Norma standar prosedur kriteria tentang kegiatan berbagi pakai data
geospasial antar perangkat daerah/unit keia, mekanisme perizinan
penggunaan DG oleh masyarakat dan/atau dunja usg.ha, perlindungan dan
pengamanan hak cipta data geospasial, klasifikasi data dan informasi
geospasial yang bersifat publik, terbatas dan rahasia ditetapkan oleh Bappeda.

BAB IV
SINKRONISASI DATA

Pasal 14

(1) Untuk keterpaduan pengelolaan DG pembangunan di daerah, dibentuk
Forum Data scbagai wadah komunikasi data geospasial pembangunan
lintas sektor dan lintas daerah.

(2) Forum Data dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
Enh:::](-l melakukan verifikasi dan validasi data geospasial dari perangkat
acrah.
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BAB V
PENYEBARLUASAN JENIS DATA

Pasal 15

(1) Data yarg dapat disebarluaskan ke masyarakat umum yaitu data
termasuk kategori data publik. N i e

(2) Data yang disebarluaskan ke masyarakat umum berupa servis/layanan
atau file gambar/citra,

(3) Data yang berupa fitur dapat disebarluaskan secara selektif.

(4) pata yang disebarluaskan ke masyarakat umum tidak bolch mengandung
informasi yang bersifat privat atau rahasia.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 16

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan DG pembangunan
daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Pemerintah

Kabupaten/Kota sekitarnya, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, dan
para pemanghku kepentingan.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka
mewujudkan DG daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

Pemerintah;

Pemerintah Provinsi;

Pemerintah Kabupaten/Kota;

perguruan Unges,

lembaga penelitian; dan

pihak lainnya.

T - S W

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha,
dalam negeri ataupun luar negeri dalam pengelolaan DG daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kemitraan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
kesepakatan dan/atau perjanjian pemerintah dacrah dan badan usaha
yang bersangkutan.

(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 19

(1) Masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha be dalam
pengelolaan DG daerah. e
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a"le peran masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha scbagaimana

dimaksud pada ay ‘“; (1) dapat dilakukan melalui pemberian data geospasial
pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerinta
dalam pengelolaan DG daerah, pada Pemerintah Daerah

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Bupati Lebong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar e:t‘:l'l.igp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.
Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 18 Agustus 2020
{ BUPATI l.«-E:H\!'Jl‘H':hfﬂ

=
al

'} H. ROSJONSYAH
Diundangkan di Tubei
pada tanggal 18 Agustus 2020

SE S DAERAH
KABUP. ONG,

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 40
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Lampiran Peraturan Bupati Lebong

Nomor :
Tangpal :

40 Tahun 2020
18 Agustus2020

PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB DATA
SEBAGAI OTORISATOR DATA GEOSPASIAL KABUPATEN LEBOKNG

No Uralan Biala OPFD Ruang Keterangan Ouiipat
Penanggung Lingkup
Jawab
1. | DataWilayah | 1:50000 | BAGIAN Kabupaten Batas Wiliyah | Peta Administrasi Batas
Administrasi PEMERINTAHAN Kabupaten Skala 1 : 50000
SETDA Petn Administrasi Batas
Kecamatan Skala 1 : 50000
2. Data Samann 1:25000 | BAGIAN Kabupaten Scluruh Kantor | Peta Sebaran Loknm Asct
Pemerintaban PEMERINTAHAN Pemlab Lebong | Tanah dan Bann“l"'“'hk
daon Pelayanan SETDA (termakaud Pemerintah Skala 1 :50000
Umum UPTD/B)
Kantlor
Kecamatan dan
kantor Desa
i-_-!:_ Dota Toponimi | 1: 25000 | BAGIAN Kabupaten Toponimi Unsur
)] PEMERINTAHAN alami )
§ SETDA Toponimi Unsur
PBuatan il
: Peta Potrnsi Desa
3. | Daw Ekonomi | I : 25000 | BAGIAN Kabupaten PDRE  Sicala 1:50000
dan keuangan PEREKONOMIAN Perkecamatan Ekonomi] ‘
DAN SDA SETDA Sektor Unggulan | Peta Kawasan Ekonomi
\ LEBONG Perkecamatan Skala | : 50000
3 - 25000 e e Persebaran Feta Sebarnn Lok
‘ N D“-a -y h:2 Sl e fauilitas Rumah Peribadntan Skala
Reriiadhies Penbadatan 1 : 50000
3 ( Jenis Tanah Peta Penggunaan Tanah
b. Data : 1: 50000 | BPS LEBONG Kabupaten eni Abaln 1 1 50000
imogralis
e l Curnh Hujan Peta Curah Hujan Skala 1 :
S0000
Kelerengan Prin Geologi Skala | :
S0000
Topografi Peta Sistem Lahan
{marfalogi) Skala 1 : 50000
Jenis Batuan
Marfologi
Dama 1 : 25000 | PUPR- HUD Knbupaten Sungni Petla Hidrologi skala | :
Hidrogelogl FERTANIAN 100000
PMD-S05 Peta Aliran Sungai Skala 1
50000
Wadul, Pela Sebaran Lolmsi
Embung, Waduk/ Embung/
Bendungan Bendungan skala 1 : 50000
Celung Alr
Tangh
Data Jaringan | 1 : 25000 | DPUFR-HUB Kabupaten Data Base Data Jaringan Jalan
Jalan Jaringan Jalan | Provinsi, Kabupaten serta
(Kewenangan datn sebaran Jembatan
Pusat, Provinsi, | Skala 1 : 50000
Kabupaten)




F il

- Data Base
Jembatan
~ Data Kondisi
Jalan (Rusak,
Sedang, Bak)
Data Nama
Jalan
- - . . n Transportas:
;25000 | DPMUPR-HUB Kabupaten Data Rute Preta parmgar
é DT:I ‘]"":‘"::“ ke Angikutan Kota | Damat Siala 1 50000
| 'I..nl::.‘lw Data Rute Prta Seharan Terminal
Anghutan Shala 1 ; 50000
Prrdesaan
Data Fasilitas
Transpoitas:
Umum (Halte,
terminal 47 ] ]
- y = oy .- $ AN
10, | DataJanngan | 1:2 DPUPR-HUB | Kabupaten Janngan PDAM Z‘fkihb:‘j‘:&:;“‘*
Air Bersih = -
Janngan
PAMSIMAS
11. | Data Janngan | 1: 25000 | DPUPR-HUB Kabupaten Jaringan Peta Janngan Drnase
\Dﬂiﬁlit Drainase Skala | : 50000
Jalan ——
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